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 . 

Abstrak : - Bahwa berdasarkan berdasarkan laporan yang disampaikan 

di Kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 01 

Maret 2024 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu pada TPS 

35 Kelurahan Tanjung Selor Hilir waktu pelaksanaan 

Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten 

Bulungan, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif 

Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir 

Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Utara. Pelanggaran administrasi Pemilu dengan 

cara memberikan 5 (lima) surat suara, yaitu Surat Suara 

untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

(DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) kepada Pemilih 

Daftar pemilih Khusus (DPK) yang ada didalam daftar hadir 

DPK yang tidak jelas atau seluruh pemilih dalam daftar hadir 

DPK Identitas NIK tidak tertulis lengkap dan ada 2 pemilih 

yang tidak membubuhi Tandatangan pada nomor urut 19 

dan nomor urut 20. 

- Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian 

Pelanggaran Administrasi Pemilu 

- Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan 

memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan Pelanggaran administrasi Pemilu, 

memberikan teguran kepada terlapor, memerintahkan 

kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk memperbaiki daftar 

hadir pada daftar Pemilih Khusus, memerintahkan kepada 

KPU untuk melaksanakan putusan dalam waktu 3 hari. 

Catatan : - Putusan ini diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten 

Bulunganpada hari Sabtu Tanggal 17 Maret tahun 2024. Dan 

dibacakan dihadapan masing-masing para pihak dalam 

sidang yang terbuka untuk umum pada hari minggu tanggal 

17 Maret tahun 2024. 

 


